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Menimbang : mencapai tujvan perkawinan yaitu nmembentux
Tanggd) yang bahagla, dan kekal berdasarian
izhia Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
| T Komer 1 tahun 1974, diperluokan adanysa aturan
untuk PP““lnaan Czlon mempelail sebelum mereka melang-
5 ngaan coriewinan dengan terlebih dahulu memer iksakan diri
sehingga Giketahul kondisl kesehatannya ;

b. babwa derigar  pemeriksaan  kesehatan dimaksod diherapkan
katur.nan  vang  akan dilahirkannya menjadi  keturunan  yang
balk dan sepat

c. bahwa sehibuscan  dengan maksud hwruf a2 dan b Konsidere:

. n@ﬁlvmu 3 inl, wwika diperlakan aturan Pemeriksaan Kesehatan
Zalon Mempelal déngan menuangkannya dalam suatu  suatu
cra'~"ﬂ Daer 2y, ’
pazom e L per 5 ftahun 1974 tentang Pokok-pokok Peme-

Wonwor 17 Labun 1850 tentang Perix:
il dalam Lingkungan Prop;n51 JaWa Tlmur/Jaua

- 3. 12 Drt tahun 1957 tenkang Péidturdn Usnaan
4. I taion 1974 ltentang Perkawinan ;
5. 23 Ltahwn 1992 tentang Kesehatan ;
3 Nomor 9 tahun 1975 tentang Peldnbfnda“

taun 1974 tentanyg Perkawinan ;

tomor 47 taiun 1582 tentany Perubahan
asva Daerah Tingkat IT Mojokerto ;

Dalan Vegerl Nomor 14 tahun 1974 tentarg

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarzkat
i Departemen Agama dan Direkbur  Jendera:
i Memilar  dan Penyehatan Lingkungan
‘esehatan Nomor 02 tahun 1889 dan  domox
¥ tertang Imunisasi Tetanus Texold Jzlc

aQ

1
H

¥oramadys Deerah Tingkat 11 Mojokerto Howor
BERS Lzritany Fenyldik Pegawal Hegeri Sipil 41 Ling-
2 Pamerantan Totanadya Daerah Tliagkat 1T Mojokerto.

Ferdas5/1953/ Hal .



Dengan FPersetujusn Dewan Perwaxilan nanyst Dasran Autaradya Dawrgail 1.oogeAL 1l
Mojokerto ;

Menetapkan

MEMUTUGS K AN

: DERATURAN DAERAH HKOTAMADYA TINGKAT II MOTOKFRTO  TENTANC PRME-

RIKSAAN KESEHATAN CALON MEMPELAIL.

EARB I

RETEATJAN UMM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimzksud denyan

a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat
11 Mojckerto ;

b. Kepala Daerah, adalah Wallkotamadya Kepaia Daerah Tingkat II
Mojokerto ;

c. Calon Mempelai, adalah secrang pria dan seorang wantta  yany
akan melangsungkan perkawinan ;

d. Dokter, adalah pada Dinas Kesehatan Dzerah atau Doukter yang
ditunjuk oleh Kepala:Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas} di Kotamadya Deerah Tingkat LI Mojokerto ;

e. Surat Keterangan Pemeviksaan Kesehatan, adalal: Surat Kete-
rangan Berbadan sehat yeng dikeluarkan oleh Dokter vyang
menerangkan bahwa Calon HMempelal telah diperiksa kesehatan—
nya, termasuk keterangan pemberian Imonisasi  lengrap bagi
Calon Mempelai Wanita,

EAB IT

KETENTUAN PEMBRRIAN PFLAYANAN CEMERIKSAAN
KESEHATAN BRCI CALOW MEMPRLAL

(1) Dalaw rangka tercapainya tujuan pemblnasan keluarga sehat,
bahagia, kekal dan sejabtera, pemer intah Daerab memberikan
pelayanan khusus berupa pemeriksadan kesehetan bagl Caien
Mempelai yang akan melancsundgkan perkawinan dalam Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

(2) Pelaksanaan permeriksaan sebhsgalmana dimaksud pada ayat (1}
Pasal ini secara tehnis Gilakakan oleh Dokter.

Pasal 3

{1) Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraiuran Dagrah
ini, setelah melakukan pemeriksaan menceluarkan Surat Kebe—
rangan Peneriksaan Kesehatan bagl Calen Mzmpzlal yana  bher—
~sangkutan ;

(2} Calon Mempelai yang Galam pemeriksacn teroyste Kutang sl
atau tidak sehat, o.eh Dokter dianjurkan untuk melaksanaxdn
- pengobatan.

Fasai 4

Bayl Calon Mempelal yang asan miksklisdieu Lepsiatannyd
sehagaimana dimaksud Galam Pazal 2 Peraturan Daegan inl, dipat
mengajukan permchonan kepsds Dokter dengan menglst formulir
yang telah disediakan.

~

Pegda/ /1593, nal 7



BAE Ii
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 5

{1) Atas pemberian pelayanan pemer iksaan kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini kepada pemohon
dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima
ratus rupiah) ;

(2} Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} pasal ini
dibayar lunas pada waktu menerima Surat Keterangan Pemerik-
saan Kesehatan untuk melaksanakan perkawinan ;

(3} Hasil pungutan retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini,
disetor ke Kas Daerah.
BADB v
KETENTUAN PENUTUP

Pasal &
Hal-bal 1lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah
ini, sepanjang mengenal pelaksanazannya akan diatur lebih lanju®
oleh Kepala Daerxah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diun-
dangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat IT Mojokerto.

Mojokerto, 30 Januaril 15992
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERRAH WALIKOTAMADYR XEPALA DAERAH TINGKAT I
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO MOJCGRERTO
Ketua,
Cap. ttd. Cap. ttd.
R. SOEHADI _ WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 19 Juli 1993 Nomor 322/P tahun 1993.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah
{Bidang Pemerintahan)

Cab. tld.
Drs. MOH, SAFIT AS'ARI

Pembina Utama Muda
NIP. 010 052 &15

Perda/5/13%3/ Hal 3



Diundangkart dalam Lembaran Deerah Kotamadys Daeran Tingrat Il Fojokerto
Nomer : 4/B tahun 1993 Seri-B pada tanggal 18 Agustus 1993.

An. WALIKOTAMADYA KFPALA DAERAH TINGKAT il
MOJOKERT®G
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cab. ttd.
Drs,. BOIMTIN

Pembina
NIP. 010 04% 241

Perda/5/13537 Hal 4



PENJELAMS &k
ATAS
FFERATURAN DAFRAH KOTAMADYA DAEREH TINGKAT T1 MOJOKERTO
NOMOR 5 TAHUN 19%3
TENTANGSG
PEMERIKSABN KESEHATAN CALL:w

1. PENJELASAN MR

Bahwa untuk meningkatkan tujuan perkawinen ysng banagla, kekal dan
sejantera herdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagdinana dimaksud  dalam
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Juncito Peraturai Pemerintah Womer 9 tahun
1975, diperiukan adanya aturan lain untuk pempinsan Calon Mempelai sebelum
mereka melangsungkan perkawinan dengan terlabih dahulu  memerjksakan dird
sehingya dapat diketahui kondisi kesehatarnya, sthingga diharepkan dapat
dipercoleh keturunan yang sehat jasmani dan rokhanl.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu mepetspkan  ketentuan
tentang peneriksaan Kesehatan Calon Mempelal dengzn menuangkan dalam  suatu
Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf d : Cukun jelas.

haruf e : yvang dimaksul sehab adalah fisik dan
rorhani  yang  diketahui  melalul
pemer iksaan kesehatan.
Yang  dinsiosad c¢er can fmanisasi
Tebanus Texold sebanyak 2 idua) hali
demyan interval minimum
sata bulan kneps

1) : Yang  dimaksud dengan pelayanan
k¥husus adalzh pemeriksaan  Kesehatan
vaig ailakuksn dengan  tanya  Jawab
dgan pemeriksaan fisik yang sederhana

Fasai I ayat

ayat (2) T Cukup Jelas
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ayat (1) ¢ Eeloniosy relribust  sebesar Rp.
2.530,00 [dua riba lina ratus  rupli-
all)  tersebub sudsh termasuk beaya
kunjungan, ssdanckan vntuk irunisesi

Calunn HMeroclal Wanita 1icak dikena-

av=t {(2) dan (3]

“engan Pasal 8

St b 13957 Hal L



